5.1

BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitan dan

pembahasan mengenai pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak,

dan Tarif Pajak Penggelapan Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan
Pajak, dimana semakin rendah keadilan pajak maka akan
meningkatkan  perilaku  penggelapan pajak. Apabila
masyarakat diperlakukan secara tidak adil maka mereka akan
merasa mendapat tekanan sosial sehingga pada akhirnya
mereka menanggapi hal itu dengan cara melakukan tindakan
penggelapan pajak. Keadilan pajak yang tinggi akan
mengurangi perilaku penggelapan pajak karena masyarakat
merasa diperlakukan dengan secara adil.

Kesadaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan
Pajak, dimana semakin rendah kesadaran pajak dari wajib
pajak maka perilaku penggelapan pajak semakin tinggi.
Kesadaran pajak merupakan unsur yang paling penting
dalam diri manusia, dalam hal ini kesadaran pajak

memberikan pengaruh yang besar bagi wajib pajak untuk taat
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membayar pajak dan akhirnya hasil pajak ini dapat
mensejahterakan rakyat.

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Penggelapan Pajak,
hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka
persepsi perilaku penggelapan pajak semakin tinggi. Ketika
terjadi peningkatan tarif pajak maka akan timbul perilaku
dari wajib pajak untuk menanggapi kenaikan tarif tersebut
dengan cara melakukan penggelapan pajak. Tarif pajak yang
tinggi akan berbanding lurus dengan penggelapan pajak atau
memiliki arah pengaruh yang sama.

Pengujian secara simultan untuk variabel Keadilan Pajak,
Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak menunjukan bahwa ketiga
variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap

Penggelapan Pajak.



5.2.
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Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:
WPOP yang menjadi target responden sering kali menolak
untuk mengisi kuesioner karena sedang melayani pelanggan
yang datang dan ada yang tidak ingin identitas dan rahasia
perpajakannya diketahui oleh orang lain, sehingga waktu
pengumpulan data lebih banyak digunakan untuk mencari
responden yang berkenan mengisi kuesioner.

Ruang lingkup penelitian terbatas pada wajib pajak yang
memiliki kegiatan usaha yang terdapat di Pusat perbelanjaan
Royal Plaza dan CITO, sehingga ada kemungkinan bahwa
hasil penelitian akan berbeda apabila pengumpulan data
dilakukan di tempat lain.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yaitu
keadilan pajak, kesadaran pajak, namun masih terdapat
variabel-variabel  independen lain  yang  mungkin
mempengaruhi variabel persepsi etis wajib pajak mengenai
penggelapan pajak.

Data identitas responden dan tingkat pendidikan responden
tidak ada, sehingga peneliti sulit mengukur seberapa besar
pemahaman wajib pajak yang menjadi responden terhadap

penelitian yang dilakukan.
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53. Saran
Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti

menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan topik ini:

1. Penelitian selanjutnya dapat mencari strategi atau cara agar
wajib pajak yang menjadi target sebagai responden dan
berkenan mengisi kuesioner penelitian.

2. Ruang lingkup penelitian selanjutnya dapat diperluas tidak
hanya pada satu objek penelitian, agar hasil penelitian lebih
akurat.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel
lain seperti biaya kepatuhan, diskriminasi dan tingkat
pendidikan yang mungkin dapat mempengaruhi persepsi etis
wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

4. Informasi mengenai pendidikan responden harus di sediakan
agar, bisa mengukur seberapa besar pemahaman responden

terhadap penelitian yang dilakukan.
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